
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa dalem rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2A17, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O17;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27561;

2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Pqiak
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tairun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 49);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

+. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tnrnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa00);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Sistem Perencanaan Pemba"ngunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor
!26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38i;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OAg Nomor 130 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



7.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Aru Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah {kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintatr Nomor 109 Tahun 2O00 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a028l;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44161 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OOT

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 T*:run 2AA4 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ra}+rat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AOT Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7121;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45Aq sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2A12 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badari Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor l7t,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s3a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tallun 2OOS tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576\
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2010 Nomor 110, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8.

9.

11.

L2.

10.
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20.

21.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Ped"oman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahn tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a61a\
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, l,aporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat {lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a693);

Peraturan Pemerintatr Nomor 7L Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah {Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor L23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun ZALL tentang
Pinjaman Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52191;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2ALZ lr{omor 5, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52721;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakkrir dengan
Peraturar: Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun Z0lt
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1L Nomor 310);
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor a50); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun ?OLO tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OL4
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
5a1);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2A16

24.

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 87$;
Peraturan Daeratr Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2AAg tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OO5-2O25 (i,embaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09,
Tambahan l,embaran Daerall Kabupaten Tabalong Nomor
03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
ZOLO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabalong {Iembaran Daerah Kabupaten
Taba,long Tahun 2010 Nomor 02, Tambatran Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2OL3 tentang Pajak Bumi dan Bangunatl Perdesaan dan
Perkotaan {l,embaran Daerah Katrupaten Tabalong Tahun
2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun
2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mennegah
Daerah Katrupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OL4 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah {Iembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor O2i;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Tahun
2A15 Anggaran Pendapatan dan Belar$a Daerah Tahun
Anggaran 2Afi pembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2016 Nomor );

25.

26.

27.

28.

29.

MEMUTUSKAN:

MenCtaPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A17, terdiri atas;

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 137.297.495.000,00
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c

3.

Dana Perimbangan Rp. 1.010.438.993.390,00

Lain-lain Pendapatan yang

Sah Rp. 183.727.962.000,00

Jumlatr Pendapatan

Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Bunga

c. Belanja Subsidi

d. Belanja Hibah

e. Belanja Bantuan Sosia-l

f. Belanja Bagi Hasil

g. Belanja Bantuan

Keuanga:r

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan

Jasa

c. Belanja Modal

Rp. 1.33 L.464.454.390,00

b.

h. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.106.390.649,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 826.053.151.399,00

Rp. 583.57 3.602.100,00

Rp. 0,oo

Rp. 3.820.00O.000,00

Rp. 42.699.867.950,OO

Rp. 9.086.700.00O,00

Rp. 5.592.478.000,00

Rp. 178. 174.112.700,00

Rp. 47.449.895.425,00

Rp. 249.747 .942354,40

Rp. 297.888.857.826,00

.Jumlal Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Rp. 595.046.695.601,0O

Surplus/ (Defisit)

Rp. 1.42 L.O99.847.000,00

{Rp. 89.635.396.610,00)

d. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 89.635.396.610,00

2. Pengeluaran Rp.

Jumiah Biaya Netto

0,00

Rp. 89.635.396.610,00

Sisa Letrih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) Rp. O,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan Ltagial ystlg
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasai 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Daerah sebagaimana dimaksud dalam
II dan merupakan bagian yang tidak
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Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan
datam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tar{ung
Pada tanggal3O Desember 2OL6

NG,

di Tanjung
3O Desember 2O16

ERAI{ KABUPATEN TABALONG,

ALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 83

,6*;il;
#/ F"'-F
Hi"-<i"r E



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SEI,ATAN

PtrRATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 07 TAHUN 2016

TtrNTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI TABALONG.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat {1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kati terakhir dengan Und.ang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas undang - undang Nomor 23 Tahun
2015 lentang Pemerintahan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah keparla Dewan Perwakilan Daerah untuk
memperoleh persetuj uan hersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanj'a Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud daiam huruf a2 merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2A17 yang
dijabarkan kedalam Kebijakan umum APBD, serta Prioritas
dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD;

bahwa berd"asarkan pertimtrangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Talrun Anggaran 2Ol7;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945;

undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pemtrentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembraran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756]l;

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Pqiak
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 49);

b.

C.

Mengingat : 1.

2.

-)
r).



4.

5.

6.

7.

8.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
perbendaharaara Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 5, Tambahan Lemkraran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

undalg-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor
66, Tambahan Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor
aa00);

undang-undang Nomor 25 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahar:. Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor
aa38l';

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20Og tentang Pqiak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Inrlonesia Tahun 2OO9 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Und.ang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Ta}run 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56vel;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Keduduican Keuangan Kepala Daerah dan Wakii Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo0
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a028l;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AO4 tentang
Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talrun 2OA4 Nomor 90, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 44L61

sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tatrun 2OO7 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2AA4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OA7 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47 721;

9.



11.

--.)-

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,
tambahan l,embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4502\ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tah:u{n 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nomor LTL,

Tambahan Lemlraran Negara Repu'biik Indonesia Nomor
53aO);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20OS tentang Dana
perimtrangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor !37, Tamtrahan l,embaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4575ir;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem
informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah
diutrah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5155i;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 20OS Nomor L4A, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a585);

Pera.turan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraall
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

{l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6La);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2AA7 tentang Laporan
Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rak-vat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AA7 Nomor 19, Tambahan Lemtraran Negara Repu'oiik
Indonesia Nomor a693);

t2.

13.

14.

15.

16.

t7.

18.
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
stand,ar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemtraran
Negara Republik Indonesia Nomor 516511

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1L Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 5219);

2I. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a12
Nr:mor 5, Tambahan Lemtraran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272|;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OA5

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2ot1
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
ZOLL Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2AL4
tentalg Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1L Nomor a50);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Pecloman
Pemtrerian Hibah dan Bantuan yang Bersumber Dari
Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 5a1);

24. peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 31 Tahun 2At6
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A17 {Berita Negara
Reputrlik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87a):

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OO5-2A25 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Katrupaten Tabalong Nomor
03);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor a2 Tatrun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabalong {Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2010 Nomor A2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 01);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor A2 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan {lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor O1);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun
2AL4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mennegah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran
Daeratr Kabupaten Tabalong Tahun 2AL4 Nomor 18);

Peraturan Daerah Katrupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2OLo
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OL6 Nomor
05, Tambatran Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02);

Rp. 1.33 1.464.450.390,00

Rp. 1.42 1 .O99 .847. 00O,OO

(Rp. S9"635.396.6 1 O,O0)

29.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan

BUPATI TABALONG

MBMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, seb^gai berikut:

a. Pendapatan

b. Belanja

Surplus/ {Defisit}

Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Rp. 89.635.396.610,00

Rp. 0,00

Jumlah Pembiavaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

tU Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

b. Dana Perimbangan sejumlah

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

sejumlah

Rp. 89.635.396.610,00

Rp" 0,00

huruf a terdiri dari:

Rp. L37.297.495.000,00

Rp. 1.0 10.438.993.390,00

Rp. 183.727.962.000,00
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(21 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud

dari jenis pendapatan:

a.. Pajak Daerah sejumlah

b. Retribusi Daerah sejumlah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

sejumlah

pada ayat (1) huruf a terdiri

41.851.565.000.0O

8.125.206.000,00

P<p. 297 .132. 156"000,00

Rp. 530.264.584.390,00

Rp. 183.042.253.000,00

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Rp. 4.100.000.000,00

Rp. 0,00

Rp. 77.573.888.000,0O

Rp. 102.054.074.000,00

0,oo

0,00

Rp. 826.053. 15 1.399,00

Rp. 595.046.695.60 1,OO

Rp.

Rp.

Rp. 7.000.000.000,00

Rp. 8A32A.724"000,00

{3) Dala Perimbangan setragaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah

b. Dana Darurat sejumlah

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya sejumlah

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

sejumlah

e. Bantuan Keuangan dari Frovinsi dan

Pemerintah Daeralr lainnya sejumlah

f. Dana Penyeimbang Ad Hoc sejumlah

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

tr. Belanja Langsung sejumlah

Rp.

Rp.

Pasal 3

(i) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b terdiri dari:

{2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari:
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Belanja Pegawai sejumlah

Belanja Bunga sejumlah

Belanja Subsidi sejumlah

Belanja Hibah sejumlatr

Belanja Bantuan Sosial sejumlah

a. Belanja Pegawai sejumlah

b. Belanja Barang dan Jasa sejumiah

c. Belanja Modal sejumlah

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagnimana dimaksud

dari:

a. Penerimaan sejumlah

b. Pengeluaran Jasa sejumlah

t2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat

pembiaSraan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

c. Hasil Peqiualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan sejumlah

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Sejumlah

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

Rp. 583.57 3.602.1 00,00

Rp. 0,00

Rp. 3.820.000.0O0,OO

Rp. 42.699.867.950,00

Rp. 9.086.700.000,00

Rp. 47 .449.895.425,00

Rp. 249 .707.942.350,00

Rp. 297.888.857.826,OO

datam Pasal t huruf c terdiri

Rp.

Rp.

{1) huruf a terdiri dari jenis

Rp. 89.635.396.610,00

Rp. 0,00

0,00

0,00

o,oo

o,o0

a.

b.

C.

d.

e.

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerinta-h Daerah sejumlah Rp. 5.592.478.000,00

Belanj a Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/

Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Rp. 178. L74.L 12.700,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.106.390.649,00

(3) Belanja Langsung setragaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b terdiri dari:

(1)

,00

,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
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g. Penerimaan Bagian Laba dari Penyertaal

Modal sejumiah

i3) Pengeluaral sebagaimana dimaksud pada avat {1)

pembiavaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

b. Penyertaan Modal {Investasi) Pemerintah

Daerah sejumlah

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

d. Pemberian Pinjamal Daerah sejumlah

Rp.

huruf b

Rp.

0,00

terdiri dari jenis

(1i

0,00

Rp.

Rp.

Rp.

0,00

o,oo

0,00

Pasal 5

Dalam keadaan d,arurat dan/atau keperluan mendesak Pemerintah
Kabupaten Tabaiong riapat meiakukan pengeiuaran yang belum terse<iia
anggarannya dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau
penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan tahun berjalan,
dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7
dan selanjutnya ditampung clalam Perubahan Anggaran Pendapat-an rlan
Bela:rja Daerah Tahun Anggaran 2OL7. Dalam hal tidak dilakukan Perubahan
atas Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah
Tahun Anggaran 2017, maka atas pergeseran anggaran sebagaimana
tercantum dalam perubahan Peraturan Bupati tersebut akan
dicantumkan/disampaikan dalam CALK pada Laporan Realisasi Anggaran
'I'ahun 2$17.

Kreteria keadaan darurat setragaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari akti{itas Pemerintah Kabupaten
Tabalong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan teliadi secara benrlang:
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
d. memiliki dampak yang siginif,kan terhadap anggaran da-iam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Kreteria Keperluan Mendesak yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga
setragaimana dirnaksuci pada ayat (ii, rnencakup :

a. Merupakan Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
angga-rannya belum tersedia dalam anggaran tahun bedalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebrih besar Lragi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Program dan Kegiatan sebagaimala dimaksud pada ayat (3) huruf aj

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan,
Urusarr kesehatan, urusala pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusarl ketentraman,
ketertiban umum dan periindungan masyarakat, dan urusan sosial yang
harus segera dilaksanakan;

(21

(3)

(4)
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b. Program dan Kegiatan pelayanan dasar yang teiah tercantum dalam APBD
tahun anggaran berjalan, nafllun pagu dana yang disediakan tidak

. mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi
belanja modal d..anf aitt* belanja berrang dan jasa dengan mengubah
terlebih dahulu capaian kinerja;

(5) Keperluam mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, :

a. progra* dan Kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, dana
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau dana pemerintah daerah
lainnya dan diperoleh setelah APBD ditetapkan, namun dana pendukung
berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum
tersedia;

b. Program dan Kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang
didanai oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan, namun d.ananya tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah
dan membutuhkan dana pendukung dari APBD;

c. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oieh pemerintah daerah dengan jumlah
yang cukup untuk keperiuan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
trersangkutan seperti belanja pega,.'.,a-i dan belanja !:ararg dan jasa; atau

d. Keperluan mendesak iainnya yang merupakan kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Propinsi Kaiimantan Selatan dan / ata:u Pemerintah Daerah
pada tahun anggaran berjalan;

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerakr sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

(6) Tata cara peiaksanaan belanja untuk
sebagaimana dimaksud Pada aYat
undangan yang berlakrt.

Lampiran I

Lampiran lI

Lampiran III

Lampiran iV

Lampiran V

Lampiran VII

Lampiran VIl

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

keperiuan keadaan tJ.anf aLau merrdesak

{1) diatur sesuai ketentuan perundang-

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Anggar:an Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
urusan Pemerintahan Daeratr, Organisasi, Program clan
Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan da-tr

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan F-ungsi
dafam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daltar Jumlah Pegawai per-golongan dan per-jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Pen3rertaan h4odatr (Investasii Daerah;

Daftar Perkiraan Penamkrahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar Perkiraan Penamtrahan dan Pengurangan Aset Tetap
l,ainnnya;



LampiranXl 3*fl5:3:?Xffi'3frJi#Lfff?ffiffi*f,y?ffifi
Anggaran ini;

LampiranXllDaftarDanaCadanganDaerah;dan
Lampiran xIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah'

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten 
"Tabalon! Tahun Anggaran zAfi diatur dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatanya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tabalong'

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 3O Desember 2016
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Diundangkan di Tanjung
pada-tanggal 30 Desember 2A16

AERAH KA:UPATEN TABALONG'
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